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UPAYA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN 
SEKSUAL OLEH UPT PTPAS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK 
DI KOTA SURAKARTA 
Abstrak 
Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan menyangkut anak yang dapat 
berdampak fisik maupun psikis pada anak sehingga hal ini menjadi latar belakang 
pentingnya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual baik dalam wujud 
aktivitas pencegahan, perlindungan ataupun tuntutan hukum pada pelaku. Dalam 
penelitian ini penulis mendeskripsikan upaya penanganan yang dilakukan UPT 
PTPAS terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Surakarta dengan 
menggunakan data primer yang berupa wawancara ke UPT PTPAS dan data sekunder 
yang berupa undang-undang serta literatur lain yang menyangkut dengan penelitian. 
UPT PTPAS merupakan lembaga khusus yang menangani segala bentuk kekerasan 
termasuk kekerasan seksual pada anak di kota Surakarta. Dalam menjalankan 
perannya UPT PTPAS telah menyesuaikan dengan berpedoman pada PerMen PPPA 
No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. 
Kata kunci: Anak, Korban kekerasan seksual, UPT PTPAS 
Abstrack 
Sexual violence against children is a crime related to children that can have a 
physical and psychological impact on the child so that this becomes the background 
for the importance of handling child victims of sexual violence in the form of 
prevention, protection or legal prosecution activities against the perpetrator. In this 
study the authors describe the handling efforts carried out by UPT PTPAS against 
child victims of sexual violence in the city of Surakarta by using primary data in the 
form of interviews with UPT PTPAS and secondary data in the form of laws and other 
literature related to research. UPT PTPAS is a special institution that deals with all 
forms of violence including sexual violence against children in the city of Surakarta. 
In carrying out its role, the UPT PTPAS has adjusted to the PerMen PPPA No. 2 of 
2011 concerning Guidelines for Handling Children Victims of Violence. 
Keywords: Children, victims of sexual violence, UPT PTPAS
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1. PENDAHULUAN
Anak ialah bagian dari generasi muda penerus bangsa yang nantinya 
mewariskan kepemimpinan, selaku generasi muda penerus bangsa anak harus 
memperoleh apa yang jadi hak mereka seperti hak memperoleh perlindungan baik 
dari orang tua ataupun Negara. Perlindungan anak ialah bentuk usaha untuk 
menciptakan keadaan agar hak serta kewajiban anak memungkinkan terlaksana 
secara berkemanusiaan.1 
Undang-Undang menerangkan perlindungan anak dilakukan agar hak anak 
bisa terlaksana dengan baik untuk dapat hidup, tumbuh, serta berkembang secara 
maksimal dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi sehingga membentuk 
kepribadian anak yang bermutu, berahlak mulia dan hidup sejahtera.2 Pasal 28 B 
Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: 
“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
Dalam hal kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual pada anak 
merupakan kejahatan yang menyangkut anak sehingga harus mendapatkan 
perhatian lebih. Kekerasan seksual mempunyai definisi yang sangat luas tidak 
hanya perlakuan dari segi fisik, namun pula mencakup aspek sikap yang lain 
sehingga kasus kekerasan seksual harus mengarah pada inti dari kekerasan seksual 
tersebut yang diiringi dengan pemaksaan tidak hanya pada tindakan yang keras 
dan menekan.3 
Di kota Surakarta, masih adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 
anak menjadi latar belakang dibentuknya UPT PTPAS yang merupakan lembaga 
1 Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, Hal. 165 
2 Davit Setiawan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam 
Pemberitaan Media Massa, Https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-
terhadapanakkorban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa,  Diakses Sabtu, 2 Januari 
2021, Pukul 20.00 WIB. 
3 Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di 
Indonesia”, Dalam Ejournal Lex Crime Vol. IV No. 1, Januari-Maret 2015, Hal. 46-47, 
Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime/article/view/6999, Diunduh Minggu, 3 Januari 2021, 
Pukul 05.20 WIB. 
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layanan khusus penanganan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak 
yang di bawah koordinasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) Kota Surakarta. 
Siti Dariyatini selaku kepala UPT PTPAS mengatakan bahwa kasus kekerasan 
seksual pada anak ialah fenomena gunung es karena belum banyak terlaporkan dan 
berdasarkan data UPT PTPAS tercatat tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak 
periode Januari sampai Juni 2020.4 
Pemerintah bisa dikatakan bertanggung jawab jika mereka mempunyai respon 
yang cepat pada permasalahan yang ada. Mengingat anak sebagai aset bangsa, 
maka pemerintah Kota Surakarta sudah semestinya berkewajiban menjamin hak-
hak anak serta memberikan perlindungan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian serta 
kajian lebih lanjut mengenai Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban 
Kekerasan Seksual Oleh UPT PTPAS Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Di Kota 
Surakarta, dengan pokok permasalahan yaitu: Pertama, Bagaimana dasar 
pengaturan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 
Kedua, Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh UPT PTPAS terhadap 
anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Ketiga, Bagaimana hambatan 
yang ditemui oleh UPT PTPAS dalam melakukan pendampingan terhadap anak 
korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. 
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan memberikan 
gambaran atau deskripsi dari penanganan yang dilakukan oleh UPT PTPAS 
terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Sedangkan metode 
pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu 
metode penelitian yang dilakukan terhadap fakta yang terjadi di dalam masyarakat 
guna mendapatkan data yang dibutuhkan yang kemudian di identifikasi sebagai 
4 Https://www.google.com/amp/s/m.solopos.com/awas-anak-anak-terancam-kekerasanseksualdi-
masa-pandemi-1072197/amp, Di akses pada Minggu, 13 September 2020, Pukul 13.05 WIB. 
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bentuk penyelesaikan suatu masalah.5 Kemudian jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
kepada pihak UPT PTPAS, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-
undangan yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian 
ini analisis data yang digunakan ialah analisis data dengan teknik kualitatif yaitu 
dengan cara mengelompokkan serta memilah data yang didapat dari penelitian 
lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis 
yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan 
dengan teori dari studi keperpustakaan kemudian dibuat kesimpulan yang berguna 
dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Dasar pengaturan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban
kekerasan seksual 
Upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak telah dijamin baik dalam 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam 
peraturan perundang-undangan lain yang bersifat nasional ataupun 
internasional. 
Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945 menyebutkan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”. 
Berbicara terkait kekerasan seksual pada anak, kekerasan seksual 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat sehingga ditempatkan sebagai 
kejahatan luar biasa. Pasal 15 huruf (f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari 
: “(f) kejahatan seksual”. 
5 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 15. 
5 
Upaya perlindungan pada korban kekerasan seksual telah diatur dalam 
Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban yang menyebutkan: “Korban pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana 
perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana 
kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak 
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 juga berhak mendapatkan : a. 
bantuan medis dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis” 
Selain itu, terdapat perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban 
kekerasan seksual. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak menyebutkan bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. penanganan 
yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, 
sosial, serta pencegahan penyekit dan dangguan kesehatan lainnya. b. 
pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. c. 
pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. 
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses hukum.”
Di Kota Surakarta, sebagai bentuk pengamanatan dari Peraturan Menteri 
Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan 
Pengembangan Pusat Layanan Terpadu, Kota Surakarta membentuk lembaga 
khusus yang menangani korban kekerasan yaitu Unit Pelaksana Teknis 
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPT PTPAS) yang berada di bawah 
koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 
Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) Kota Surakarta. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 
Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1 dan 2) Menyatakan bahwa: 
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“Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan urusan pemerintah yang wajib 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar”. 
Pembentukan UPT PTPAS didasari pada Peraturan Walikota Surakarta No. 
27f tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, tata kerja dan uraian 
tugas jabatan struktural unit pelayanan teknis pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta 
(DP3APM) dengan SK Wali Kota Surakarta Nomor 462/74-A/1/2004. Namun, 
Secara legalitas PTPAS berdiri dengan berlandaskan pada SK Wali Kota 
Surakarta Nomor 462/74-A/1/2006. 
Dalam melakukan penanganan, UPT PTPAS bekerjasama dengan lembaga 
hukum dan lembaga sosial lainnya yang dituangkan dalam Mou dan Nota 
Kesepakatan serta ditandatangani oleh para pihak yang kemudian dalam 
menjalankan peran masing-masing maka di bentuklah Tim Pelayanan Terpadu 
Perempuan dan Anak Surakarta yang diatur dalam SK Wali Kota Surakarta No 
462.05/84-A/1/2010. 
Dalam hal ini, yang menjadi pedoman dalam melakukan penanganan 
terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu mengacu pada Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan 
3.2 Upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual yang 
dilakukan UPT PTPAS 
Mengutip dari Ginandjar Kartasasmitha, pemberdayaan ialah usaha dalam 
membentuk daya dengan upaya memotivasi serta menumbuhkan kesadaran 
akan kemampuan yang dimiliki agar bisa dikembangkan.6 Berbicara tentang 
pemberdayaan terkait kasus kekerasan seksual, bisa di definisikan sebagai 
usaha untuk memberikan penguatan serta dukungan pada korban yang 
6 Ginandjar Kartasasmitha, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan 
Pemerataan, Jakarta: PT Pusaka Cisendo, Hal. 145. 
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mengalami kekerasan seksual agar pertumbuhan kehidupan sosial maupun 
ekonomi korban bisa berkembang dengan baik. 
Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri tanpa dibantu 
orang lain yang lebih dewasa darinya karena anak masih dikategorikan lemah 
sehingga apabila mengalami kekerasan hal itu akan mengakibatkan kerugian 
pada anak seperti gangguan fisik, psikis, maupun sosial. Dalam hal anak 
mengalami kekerasan maka perlindungan hukum untuk anak itu sangat penting 
untuk diutamakan.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan 
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak menyebutkan: “Perlindungan anak ialah segala kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”. 
Berbicara masalah kekerasan seksual terhadap anak, aturan terkait 
perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual telah diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana terdapat dalam beberapa 
Pasal yaitu Pasal 287, 288, 291-295, dan 298. KUHP memberikan 
perlindungan pada korban kekerasan seksual dari segi pertanggung jawaban 
pidana kepada pelaku, bukan pertanggung jawaban dari segi kerugian yang 
dialami korban secara langsung namun lebih mengarah kepada 
pertanggungjawaban yang sifatnya individual terhadap pelaku.  
Permasalahan sosial semacam kasus kekerasan yang dialami anak yang 
terjadi di masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Tapi dalam 
memberikan upaya perlindungan pada anak tidak cukup hanya dilakukan oleh 
pemerintah saja, melainkan setidaknya ada beberapa pihak lain yang juga 
berkewajiban melindungi anak seperti masyarakat dan juga keluarga atau 
orang tua. 
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Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surakarta masih terjadi sampai 
saat ini tetapi hanya sedikit yang diketahui karena kasus tersebut tidak 
dilaporkan oleh pihak keluarga ataupun korban sendiri yang tidak mempunyai 
keberanian untuk melaporkan pelaku. Seperti yang telah sampaikan oleh 
narasumber: “kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es karena tidak 
sedikit yang terjadi namun tidak banyak juga yang melaporkan”. (Wawancara 
dengan mbak Tika pada Senin, 28 Desember 2020 Jam 10.00 WIB) 
Terjadinya kekerasan seksual yang tidak terlaporkan, disebabkan karena 
pelaku bisa saja merupakan orang terdekat korban sehingga kasus tersebut 
menjadi ditutup-tutupi oleh keluarga korban. Seperti yang disampaikan oleh 
narasumber: “kenapa tidak terlaporkan itu karena terkadangkan pelakunya itu 
orang terdekat sendiri yang misalnya masih dalam lingkup rumah atau tetangga 
terus malah di tutupi oleh pihak keluarga sendiri yang tidak mau melaporkan 
ke kepolisian”. (Wawancara dengan mbak Tika pada Senin, 28 Desember 2020 
Jam 10.00 WIB) 
Berdasarkan data penaganan kasus kekerasan yang masuk ke UPT PTPAS 
pada tahun 2017-2019, kasus kekerasan seksual yang di tangani oleh UPT 
PTPAS pada tahun 2017 bulan Januari-Desember menunjukkan terdapat 6 
kasus pemerkosaan atau persetubuhan dan 12 korban kasus pencabulan 
terhadap anak. Pada tahun 2018 bulan Januari-Desember berdasarkan data 
yang ada, 3 kasus pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak dan 10 kasus 
pencabulan pada anak. Kemudian pada tahun 2019 bulan Januari-Desember 
berdasarkan data yang ada, terdapat 11 kasus kekerasan seksual yang terjadi 
terhadap anak. 
Kekerasan seksual pada anak dapat berupa perlakuan seksual secara tidak 
langsung melalui gambar secara visual serta perlakuan seksual bersifat 
langsung melalui pemerkosaan dan eksploitasi seksual. Di Kota Surakarta 
bentuk kekerasan seksual yang terjadi dan juga yang pernah ditangani oleh 
UPT PTPAS bervariasi, yaitu seperti kasus pemerkosaan, persetubuhan, 
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sodomi, dan juga pelecehan seksual. Seperti yang disampaikan oleh 
narasumber: “Kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh UPT PTPAS itu 
macam-macam dek, ada kekerasan seksual seperti hubungan dengan pacarnya, 
beberapa kali itu kekerasan seksual yang pelakunya orang dewasa dan 
korbannya anak-anak, ada juga sodomi, persetubuhan juga pernah dan 
pelecehan seksual saja juga ada” (Wawancara dengan mbak Tika pada Senin, 
28 Desember 2020 Jam 10.00 WIB) 
Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat beragam. Oleh sebab itu, 
hal tersebut membutuhkan pendekatan serta penanganan yang beragam pula. 
Pembentukan UPT PTPAS dimaksudkan untuk melakukan penanganan 
terhadap korban kekerasan seksual. UPT PTPAS merupakan lembaga khusus 
yang menangani segala bentuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak 
termasuk kekerasan seksual pada anak. Dengan konsep pelayanan terpadu 
yang disediakan UPT PTPAS diharapkan pendampingan serta penanganan 
yang dilakukan UPT PTPAS pada korban kekerasan seksual di Kota Surakarta 
dapat terlaksana dengan baik. 
Terjadinya kekerasan seksual pada anak disebabkan karena faktor 
lingkungan dan keluarga atau orang terdekat korban. Dalam hal faktor 
lingkungan, kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi karena salah dalam 
pergaulan yang mana dengan kecanggihan teknologi sekarang membuat anak-
anak menjadi salah dalam menggunakannya. Sedangkan dalam hal faktor 
keluarga, anggota keluarga itu sendiri yang menjadi pelaku kekerasan seksual. 
keluarga yang seharusnya berkewajiban melindungi dan menjaga anak malah 
menjadi pelaku. Selain itu, faktor pendidikan juga penting, pendidikan terkait 
seks sedini mungkin harus diajarkan pada anak-anak supaya anak mengerti dan 
faham bahaya dari kekerasan seksual tersebut. Seperti yang telah dijelaskan 
oleh narasumber:  
“Faktornya yang jelas kalo korbannya anak itu kebanyakan faktor 
lingkungan, lingkungan keluarga bisa orang terdekat dia yang mana sama 
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sekali si anak gak ngira ya dek orang tua yang mengayomi dia gitu melakukan 
kekerasan seksual terhadap dia, yang kedua bisa lingkungan dalam artian 
misalnya salah dalam pergaulan seperti salah milih teman misalnya suka 
browsing internet fornografi, terus ya dek salah milih teman ini bisa juga 
seperti yang pernah ditangani oleh UPT PTPAS berawal dari kenalan di FB 
dengan pelaku dan lewat media sosial yang lain juga yang kemudian ditipu 
oleh pelaku. Selain lingkungan juga pendidikan, seperti pendidikan seks sejak 
dini itu penting sebenarnya dek, ketika anak ini berusia 2 atau 3 tahun 
harusnya sudah mengenalkan minimalkan mengetahui bagian-bagian mana aja 
yang dilarang untuk disentuh orang lain kecuali ibu kandungnya sendiri. Nah 
itu si anak kan belum mendapatkan pendidikan seks dari keluarganya 
akibatnyakan jika ada orang yang berbuat sesuatu pada si anak, si anak tidak 
tau dan juga tidak cerita.” (Wawancara dengan mbak Tika pada Senin, 28 
Desember 2020 Jam 10.00 WIB) 
Di Kota Surakarta, pelayanan pendampingan serta penanganan yang 
diberikan UPT PTPAS untuk mengupayakan perlindungan anak korban 
kekerasan seksual dilakukan secara berjejaring seperti layanan konsultasi atau 
pemeriksaan psikologis, layanan medis kesehatan, pendampingan proses 
hukum, penyediaan rumah aman (Shelter), dan pemulangan. 
Dalam memberikan pelayanan, UPT PTPAS lebih memfokuskan pada 
penanganan kasus yang mana apabila ada laporan yang masuk mengenai 
kekerasan seksual maka UPT PTPAS akan menerima laporan tersebut. 
Pelaporan yang masuk dikategorikan pelaporan sendiri, rujukan, dan juga 
penjangkauan. Pada laporan sendiri dilakukan oleh orang tua bersama korban 
datang langsung ke kantor, kemudian laporan yang merupakan rujukan 
dilakukan apabila mendapat laporan dari luar wilayah maka akan dirujuk ke 
lembaga pelayanan dimana korban berada, sedangkan pada penjangkauan 
dilakukan dengan UPT PTPAS yang terjun langsung ke lapangan dengan cara 
melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.  
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Setelah laporan diterima maka akan dilakukan pendampingan psikologis 
terhadap korban terlebih dahulu yang bertujuan untuk menguatkan mental 
korban serta membantu mengurangi kecemasan korban. Pendampingan 
psikologis bisa dilakukan dengan cara konseling individu yaitu memberikan 
penguatan ke anaknya maupun penguatan ke orang tuanya. Selanjutnya 
memberikan perlindungan hukum atau bantuan hukum, yang mana kasus akan 
dilanjutkan keproses hukum apabila keluarga korban menyepakatinya. Apabila 
telah dilanjutkan untuk diproses hukum maka akan diarahkan ke kepolisian 
untuk didampingi saat penanganan medis seperti visum, yang mana hasil 
visum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan nanti. Di 
samping dalam sisi penanganan medis, pendampingan juga dilakukan pada 
saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mana tujuan 
pendampingan ini untuk penguatan psikologis korban agar kuat secara mental 
sehingga kuat menghadapi di persidangan. 
Selain upaya penanganan dari awal sampai selesai pada saat proses di 
pengadilan, UPT PTPAS juga membentuk suatu program yang dinamakan 
dengan trauma healing. Apabila korban mengalami kecemasan yang berlebihan 
sehingga mengganggu mentalnya maka akan diberikan pendampingan dalam 
bentuk Trauma healing. Seperti yang disampaikan oleh narasumber: “Kita ada 
program lain dek, selain pendampingan sejak awal sampai selesai proses di 
pengadilan kita juga ada program trauma healing untuk anak, jadikan sering 
kita refreshing satu tahun sekali dengan mengajak anak-anak korban kekerasan 
tersebut”. (Wawancara dengan mbak Tika pada Senin, 28 Desember 2020 Jam 
10.00 WIB) 
Selain program trauma healing UPT PTPAS juga mengupayakan 
penanganan psikologis korban dengan melakukan support groub yang mana 
hal ini lebih pada mengupayakan pendekatan psikologis pada anak dengan 
saling memberikan dukungan dan penguatan dalam menghadapi kasusnya. 
Namun apabila kondisi psikis korban sudah sangat mengkhawatirkan maka 
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dari pihak UPT PTPAS akan memberi rujukan ke rumah sakit jiwa untuk 
pengobatan anak lebih lanjut dengan diobati melalui treatment yang lainnya. 
Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang tidak terlaporkan 
menjadi evaluasi untuk UPT PTPAS agar dapat memberi upaya lebih dalam 
hal penanganan kasus ini. Untuk mengetahui peristiwa kekerasan seksual yang 
ada di suatu daerah di Kota Surakarta, maka upaya yang dilakukan oleh UPT 
PTPAS yaitu dengan penjangkauan kasus yang dilakukan pada saat bidang 
melakukan sosialisasi yang kemudian akan mendapatkan laporan kasus. Selain 
itu, UPT PTPAS mempunyai tangan panjang di setiap kelurahan yang 
dinamakan Pos Pelayanan Terpadu (PPT) yang kemudian apabila ada kasus 
kekerasan yang terjadi maka pihak masyarakat setempat dapat melaporkan 
melalui PPT terlebih dahulu 
Demi kelancaran dalam melaksanakan tugas pendampingan yang 
dijalankan oleh lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
maka hal ini yang menjadi latar belakang dibentuknya Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan sebagai acuan dalam 
menjalankan perannya. Dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penanganan Anak Korban Kekerasan ini, di maksud agar pihak yang 
melakukan penanganan serta pendampingan dapat sesuai dengan didasari pada 
Peraturan Meneri tersebut. 
Di kota Surakarta pendampingan serta penanganan yang dilakukan UPT 
PTPAS telah dilaksaanakan yang disesuaikan dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 2 
Tahun 2011. Walaupun demikian, terdapat beberapa hambatan yang terjadi 
dalam menjalankan perannya. karena dalam mengatasi permasalahan sosial 
seperti kekerasan seksual ini tidak bisa dilakukan oleh UPT PTPAS secara 
maksimal apabila tidak ada kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan. 
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3.3 Hambatan yang ditemui dalam melakukan pendampingan terhadap anak 
korban kekerasan seksual di kota Surakarta 
Hambatan dalam melakukan penanganan serta pendampingan terhadap 
anak korban kekerasan seksual di UPT PTPAS itu lebih pada diri korban itu 
sendiri yang kurang bisa bekerja sama kepada pihak pada saat melakukan 
penanganan dan pendampingan karena tidak mau memberikan penjelasan 
kronologis kejadian terkait apa yang korban alami sehingga pihak yang 
melakukan pendampingan dan juga penanganan kasus tersebut menjadi 
kesulitan dalam menggali informasi lebih lanjut yang berakibat pada proses 
penyelesaian yang tidak maksimal dan kasus tersebut tidak bisa di tindak 
lanjut. Seperti yang telah di sampaikan oleh narasumber: “Kalo hambatannya 
itu kadang ada kadang enggak dek, mungkin ini lebih kepada si anak tidak mau 
cerita tapi ya memang kita yang harus menggali terus. Bahkan pernah seorang 
remaja itu sampai tidak mau cerita pelakunya siapa bahkan sampai hamil besar 
dan melahirkan yang akhirnya tidak bisa keproses hukum, jadi itu lebih pada 
diri si korban itu sendiri”. (Wawancara dengan mbak Tika pada Senin, 28 
Desember 2020 Jam 10.00 WIB) 
Selain itu, Kurangnya pembaruan keilmuan dan juga strategi dalam hal 
pengkajian data yang lebih akurat mengakibatkan UPT PTPAS dalam 
melakukan penanganan serta pendampingan serta mencari informasi-informasi 
dan juga hal lain yang ingin dicari dan digali menjadi tidak tercapai. Seperti 
yang disampaikan oleh narasumber: “Sebenarnya kita sudah upgrade terus tapi 
mungkin masih kurang upgrade keilmuan biar bisa tau dan penggalian data 
lebih akurat yang mana apa yang ingin digali itu tercapai kendalanya di situ 
dek. Polisi tidak bisa menggali, dari UPT PTPAS tidak bisa menggali yang lain 
pun juga tidak bisa sehingga akhirnya kasus tersebut tidak di proses”. 
(Wawancara dengan mbak Tika pada Senin, 28 Desember 2020 Jam 10.00 
WIB) 
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UPT PTPAS telah memiliki pembagian diberbagai daerah kecamatan yang 
merupakan tangan panjang UPT PTPAS di setiap wilayah. Namun, walaupun 
demikian hambatan juga dialami seperti dari keluarga korban yang tidak 
melakukan pengaduan kasus kekerasan seksual yang terjadi serta keluarga 
korban yang tidak menyetujui untuk melanjutkan kasus ini ke proses hukum 
apabila kasus tersebut telah diketahui hanya di selesaikan secara kekeluargaan. 
Seharusnya anak yang mengalami kejadian kekerasan seksual dipindahkan 
ke tempat yang lebih aman agar mendapatkan penanganan yang cepat serta 
perlindungan yang tepat mengingat anak merupakan seorang yang harus 
dilidungi, maka dengan adanya permasalahan seperti kekerasan seksual ini 
orang tua atau masyarakat harus melaporkan kepada lembaga yang berwenang 




Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut penulis menyimpulkan: 
Pertama, UPT PTPAS ialah lembaga layanan khusus penanganan korban 
kekerasan pada perempuan dan anak yang didalamnya termasuk kekerasan 
seksual pada anak. Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang pernah 
diselesaikan oleh UPT PTPAS yaitu seperti pemerkosaan, persetubuhan, 
sodomi, dan juga pelecehan seksual. Layanan yang diberikan UPT PTPAS 
terhadap korban kekerasan seksual yaitu seperti pendampingan psikologis, 
pendampingan medis, pendampingan dalam proses hukum, dan pendampingan 
pemulangan. Dalam menjalankan peran penanganan serta pendampingan, UPT 
PTPAS telah telah menyesuaikan pada PerMen PPPA N 2 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Kedua hambatan 
yang dialami UPT PTPAS pada saat melakukan pendampingan yaitu terkadang 
timbul dari diri korban itu sendiri seperti korban yang tidak bisa bekerja sama 
dengan pihak pendamping sehingga informasi yang ingin dicari menjadi 
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terbatas dikarenakan korban yang tidak mau menceritakan kronologi kejadian. 
Selain itu, kurangnya pembaharuan keilmuan dan juga strategi UPT PTPAS 
dalam menggali informasi yang akurat sehingga mengakibatkan apa yang ingin 
dicari atau diselidiki oleh pihak UPT PTPAS menjadi tidak tercapai. Strategi 
yang kurang terkait dengan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak 
dari kekerasan seksual juga menjadi hambatan UPT PTPAS dalam 
menjalankan perannya yang mana kasus kekerasan seksual yang terjadi 
menimbulkan stigma negative dari masyarakat sehingga permasalahan tersebut 
menjadi ditutupi oleh keluarga korban dan tidak dilanjutkan untuk keproses 
hukum karena menganggap hal tersebut merupakan aib yang pada akhirnya 
kasus tersebut hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. 
4.2 Saran 
Dari kesimpulan tersebut, adapun saran dari penulis yaitu: Pertama 
memberikan penyadaran baik pada orang tua korban maupun masyarakat untuk 
tidak memberikan stigma negative pada anak korban kekerasan seksual 
mengenai kasus kekerasan seksual yang dialaminya supaya korban maupun 
orang tua korban memiliki keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan 
seksual tersebut kepihak UPT PTPAS, mengingat dampak dari kekerasan 
seksual yang terjadi akan mengganggu perkembangan psikis korban maka 
kasus tersebut harus segera ditangani. Kedua Meningkatkan strategi dalam 
memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya perlindungan 
anak terhadap kekerasan seksual sehingga baik dari keluarga korban maupun 
masyarakat tidak menutup-nutupi apabila terjadinya kasus kekerasan seksual. 
Ketiga lebih meningkatkan lagi kuantitas serta kualitas sumber daya manusia 
yang melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual agar dapat 
menciptakan pembaharuan keilmuan supaya dapat membentuk upaya baru 
dalam menggali informasi mengenai kasus kekerasan seksual tersebut sehingga 
apa yang ingin dicari dan diselidiki oleh pihak pendamping dapat tercapai. 
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